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A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

1 | pelaksanaan Aspek Pemegang Saham
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
komposisi dan persyaratan
1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan | pemegang saham sudah sesuai
peraturan perundang-undangan. memenuhi ketentuan
perundang-undangan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS kebl_;akan.dan bk
2) | tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peret mbvlar'u NENAUSSO LTS
peraturan perundang-undangan, sudah sesuai dan selaras dengan
perundang-undangan
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada | pelaksanaan visi dan misi BPR
Direksi dan/atau Dewan Komisaris. sudah dilakukan oleh Direksi
3) maupun Dewan pengawas
BPR Khatulistiwa
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan | dewan pengawas melakukan
2 Dewan Komisaris. pemantauan terhadap
perkembangan BPR setiap
triwulan
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui | dukungan pemegang saham
perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain. dalam pengembangan BPR
3 melalui perencanaan
permodalan
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain BPR telah memastikan
menghindari Pent_uran kepentu]gan, intervensi, mengambil pelaksanaan tata kelola yang
6) | keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan 2
keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota sehat sesuai dengan aturan
Direksi dan/atau Dewan Komisaris. yang berlaku
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain | KPM telah melakukan
masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau { keputusan dengan
7) pendapat dari seluruh pemegang saham. memperhatikan ,masukan dan
rekomendasi dari dewan
pengawas
C. | Hasil PenerapanTataKelola(H) = = ‘ : o : :
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain | KPM memperoleh hak dan
8) | dalam pelaksanaan aksi korporasi. perlakuan adil dalam
pelaksanaan aksi korporasi
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara | perkembangan kinerja BPR
9) | lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan | Khatulistiwa sejalan dengan
lainnya. renvvana strategis
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervens), { \ o\s 4ok melakukan benturan
10) z\engambnl keuntungan pribadi atau keper}tingan golongan terten.tu, kepentingan,investasi,mengambil
an keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian keuntungan pribadi san lainnya
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan | penggunaan laba dan pembagian
11) penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan | dividen sudah sesuai dengan
anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta | anggaran dasar dan ketentuan
mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. peraturan
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1) | Faktor Positif: struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan a. Struktur pemegang
dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan saham memenuhi
dapat diselesaikan, investasi yang timbul tidak signifikan,tidak seluruh ketentuan dan
mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu pelaksanaan tata
baik dalam hal keputusan pengangkatan,pergantian  atau kekola memadai
pemberhentiana anggota Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan sehingga tidak
ketentuan peraturan dan perundang-undangan. terdapat benturan

kepentingan

2) | Faktor Negatif: b. Sebafian besar
tidak terdapat faktor negatif pengambilan kebijakan

aksi korporasi melalui
Proses: RUPS sejalan dengan

1) | Faktor Positif: sebagian besar pengambilan aksi korporasi melalui RUPS anggran
sejalan dengan anggaran dasar ketentuan peraturan perundang- dasarketentuan
undangan dan rencana startegis sehingga perencanaan pengembangan peraturan perundang-
BPR sebagian besar tereaslisasikan yang terjamin pada pemenuhan undang'an da.n st
ketentuan permodalan kinerja keuangan atau perkembangan kegiatan strategis sehingga
usaha perencanaan

pengembangan BPR

2) | Faktor Negatif: sebagll'an !:)kesar
tidak terdapat faktor negatif i N O

i 5 tercermin pada
= : R TR e pemenuhan ketentuan
Hasil: Sihi s el e i e s permodalan, kinerja

1) | Faktor Positif keuangan dan/atau
keboijakan penggunaan laba dan pembvagian dividen telah dievaluasi perkembangan
sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian kegiatan usaha BPR
diveden telah sesuia dengan kebijakan yang ditetapkan €. Kebijakan

penggunanan laba dan

2) | Faktor Negatif pembagian dividen
tidak terdapat faktor negatif telah dievaluasi

sehingga sebagian
besar pelaksanaan
penggunaan laba dan
pembagian dividen
telah sesuai dengan
kebijakan yang
ditetapkan
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B. FAKTOR 2 — PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

2 | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Jumiah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | terdapat kekurangan jumiah
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang anggota direksi yaitu
membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur yang
membawahkan fungsi
1 kepatuh ini
patuhannyang saat ini
masih menjabat plt yang
ditunjuk oleh KPM atau
pemegang saham
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan | seluruh anggota direksi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. bertempat tinggal di wilayah
2 Kota pontianak, tempat BPR
berada
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa | anggota direksi tidak
keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan | merangkap jabatan pada
3) | otoritas Jasa Keuangan. bank atau lembaga jasa
keuangan lainnya
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan | anggota direksi tidak memiliki
hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham | hubungan keluarga hubungan
a) sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. keuangan dan kepemilikan
saham sesuai aturan otoritas
jasa keuangan
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur | bPR telah memenuhi sumber
organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk | daya manusia dan struktur
Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam | organisasi termasuk telah
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. membentuk pejabat eksekutif
5) dengan kuantitas dan lualitas
yang memadai dalam rangka
{ mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi direksi
Direksi telah memiliki p.et'ioman dan tata tertib kerja anggota Direksi dirakst bl memliig
yang memuat paling sedikit: ; x
4 A podoman dan tata tertib kerja
6) | a.tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; anggota direksi
b.pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan
c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat | diresi sudah menyusun
Eksekutif dan pegawai BPR. kebijakan remunerasi bagi
7) pegawai eksekutif dan pegawai
BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa | direksi tidak menggunakan
profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi | tenaga ahli/konsultan kecuali
persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan sesuai
8) dengan ketentuan otoritas Jasa
Keuangan
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Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa | Direksi emmiliki kompetensi
Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan | sesuai dengan ketentuan ojk
pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan | serta memiliki kemampuan
kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas | untuk melakukan pembelajaran
dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan. secara berkala dalam rangka
9) peningkatan kemampuan
pengalaman dan keahlian agara
dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawab penglolaan BPR
sesuia dengan ketentuan
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, | direksi telah melaksanakan
kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak | tugas dengan itikad baik penuh
memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas | tanggung jawab secara
dan wewenang Direksi. independen dna tidak
10) memberikan kuasa umum yang
dappat mengakibatkan
pengalihan tugas dan
wewenang direksi
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, | direksi emenerapkan prisnisp
dan kepatuhan secara terintegrasi. tata kelola manajemen risiko
n dan kepatuhan secara integritas
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk | direksi menindaklanjuti temuan
temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan | audit atau pemeriksaan dan
temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang | rekomendasu sari pejabat yang
12) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, | bertanggung jawab terhadap
dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan | pelaksanaan audit intern
dan/atau otoritas lain.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat | direksi menyediakan data dan
waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai | informasi yang akurat relevan
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan | dan tepat waktu kepada pihak
Komisaris. yang berhak memperoleh data
13) dan informasi sesui ketentuan
peraturan perundang-
undangan termasuk kepada
dewan pengawas
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman | pengambilan keputusan direksi
dan tata tertib kerja yang diambil sesuai dengan
14) pedoman tata tertob
perusahaan
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi | kebiajakn dan keputusan
memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu | strategis yang diputiskan dalam
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. rapat direksi memperhatikan
pengawasn dewan pengawaas
15) dan terlebih dahulu dilakuakn
cara musyawarah untuk
kesepakatanbersama
!
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Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, | direksi tidak menggunakan BPR
dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan | untuk kepentingan pribadi
16) | BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari | keluarga dan pihak lainnya yang
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. dapat merugikan
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan | anggota direksi
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan | membudidayaka
perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang | npembelajaran secara berkala
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. dalamrangka peningkatan
pengetahuan tentang
17) perkembangan terkini terkait
bidang keuangan dan bidang
lainnya yang mendukung
pelaksanaan dan tanggung
jawab
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai | direksi telah
kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban { mengkomunikasikan kepada
pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan | seluruh pegawai mengenai
menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses | kebijakan strategis BPR yang
oleh seluruh pegawai. dapat mempengaruhi hak dan
18) kewajiban pegawai dalan
rangka pencapaian visi dan misi
BPR dengan menggunalan
media elektronik yang mudah
diakses oleh seluruh pegawai
Direksi mengungkapkan: dirkesi tidak memiliki
a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan kepemilikan saham di BPR dan
1ain; dan tidak memiliki hubungan
b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat keluarga dengan pemegang
19) kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain saham
dan/atau pemegang saham BPR.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta | anggota direksi mampu
mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan | menajaga integritas dan
tugas dan tanggung jawab. reputasi keuangan serta
20) mengimplemntasikan yang
dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja | direksi melakukan dan
anggota Direksi secara konsisten. mengevaluasi pedoman dan
21) tata tertib kerja anggota dirkesi
secara konsisten
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan | dirkesi mengevaluasi kebijakan
pegawai BPR. remunerasi bagi pejabat
22) eksekutif dan pegawai BPR
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

. Dipindai dengan !
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

23)

Direksi  melaksanakan  tugas dengan baik dan telah
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang
saham melalui RUPS.

direksi melaksanakn tugas
dengan baik dan telah
mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas kepada
pemegang saham melalui RKAT

24)

Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas
kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.

seluruh pegawai mengetahui
dan terlibat dalam
mengimplemntasikan atas
kebijakan startegis untuk
mencapai Visi dan misi BPR

25)

Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh
anggota Direksi.

keputusana direksi mengikat
dan menjadi tanggung seluruh
anggota direksi

26)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi
dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.

hasil rapat direksi di tuangkan
dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik
serta dibagikan kepada seluruh
Direksi

27)

Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota
Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian bhasil sesuai
ekspektasi stakeholders.

terdapat peningkatan
kemampuan pengallaman dan
keahlian anggota direksi dalam
pengelolaan BPr dan
peningkatan pengetuahan
seluruh tingkatan jenjang
organisasi yang ditunjukkan
antara lainndengan
peningkatan kinerja individu
peningkatan kinerja BPR
penyelesaian yang dihadapi
BPR dan pencapaian hasil
sesuai ekspektasi stakeholders

28)

Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola
kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

direksi menyampaikan laporan
terakiat penerpaan tata kelola
kepada pihak-pihak
sebgaimanandiatur dalan
ketentuan otoritas jasa
keuangan secara
lengkap,akurat terkini utuh dan
tepat waktu
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4 it Nilai Faktor 2.
3
1) | Faktor Positif: a. Direksi memenuhi
Direksi memenuhi seluruh persyatan harus dipenuhi selama menjabat seluruh persyaratan
sesui dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana yang harus dipenuhi
dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung selamam menjabat
jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. sesuai dengan
ketentuan sehingga
tugas dan tanggung
2) | Faktor Negatif: jawab terlaksana
tidak terdapat faktor negatif yang siginifikan dengan cukup baik
namun terdapat
b. | Proses: R kelemahan da|'am tugas
1) | Faktor Positif: dan tanggqu ;awa{b'
direksi telah melakukan pemenuhan sdm dan struktur organisasi dan dap a't d.lper‘bauku
termasuk membetung PE dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan se?rta hasol Kiner}d
ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi D,'rEks' dapat b
Direksi sehingga penyelenggara kegiatan usaha pada jenjang organisasi dipertanggungjawabkan
telah menerpkan prinsip tata kelola dengan baik kepaca "e"’e“;"a“g
saham melalui RUPS.
2) | Faktor Negatif: b. Direksi telah melakukan
tidak terdapat faktir negatif yang siginifikan permenindr S o
struktur
= : organisasitermasuk
c. | Hasil: » AT e . : membentuk pejabat
1) | Faktor Positif eksekutif dengan
penyampaina laporan-laporan dilaporkan sesuai ketentuan otoritas kuantitas dan kualitas
jasa keuangan sesuai dengan
ketentuan dalam
2) | Faktor Negatif rangka mendukung
tidak terdapat faktir negatif yang siginifikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Direksi sehingga
penyelenggaran
kegiatan usaha pada
seluruh jenjang
organisasi telah
neberapkan tata kelola
yang baik
c. Direksi memiliki
kemauan dan
kemampuan serta
upaya untuk
membudayakan
pembelajaran sehingga
terdapat peningkatan
pengetahuan,keahlian
dan kemampuan

- A
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C. FAKTOR 3 — PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN

KOMISARIS
3 | pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : R '
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai | jumlah anggota dewan
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. pengawas sudah sesuai dengan
1) ketentuan Otoritas jasa
keuangan
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan | anggota dewan pengawas
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. berdomisili di wilayah tempat
2) BPR berada
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat | dewan pengawas memiliki
mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit | pedoman dan tata tertibkerja
memuat: yang bersifat mengikat setiap
3) | a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan | anggota baik itu tanggung
b. pengaturan rapat Dewan Komisaris. jawab dan pengaturan rapat
8 dewan
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan | dewas tidak melakukan rangkap
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. jabatan sesuai dengan
4) ketentuan Otoritasa jasa
Keuangan
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan | anggota dewan pengawas tidak
hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham | memiliki keterkaitan hubungan
5) | sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. keluarga, keuangan dan
kepemilikan saham di BPR
Seluruh Komisaris Independen tidfk ada yang memiliki hubungan Gt Do Denchaas il
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan RS ;
SR 3 memiliki sasham dan bertindak
6) 1 keluarga dengan anggota Dewan Komisaris ain, Direksi dan/atau independen
pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat
memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan | dewan pengawas memiliki
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan | kompetensisesuai dengan
kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan | ketentuan OJK serta memiliki
dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar | kemauan dan kemampuan
7) | dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam | untuk melakukan pembelajaran
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR. secara berkelanjutan dalam
rangka
peninhghkatankemampuan
8) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi | sedang dilakukan pengkinian
Direksi dan Dewan Komisaris,
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P) N
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang | dewan pengawasn melakukan
9) untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip | tugas dan tanggung jawab dan
kehatihatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan | wewenang untuk
pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan | kepentinganBPR dengan itikad
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peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan | baik dan dengan prinsip kehati-
RUPS. hatian serta tidak memberikan
kuasa umum yang
mengakibatkan pengaliahan
tudas dan wewenang dewan
pengawas
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi | dewan pengawas mengarahkan
pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis | mematau dan mengevaluasi
BPR sesuai ketentuan. pelaksanaan tata kelola dan
10) manajemen risikoserta
kebijakan strategis BPR sesuai
ketentuan
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan | dewan pengawas tidak terlibat
operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak | dalam pengambilan keputusan
terkait sebagaimana diatur dalam ketentiian mengenai batas maksimum 1 kegiatan operasional BPR
11) pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan | namun dalam beberapa hal dan
peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi | kepada pihak terkait
pengawasan. sebagiamana diatur dalam
ketentuan BMPK
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan
audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaraq } dewan pengawas riemastikan
terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari bahwa Direksi indaklaniuti
¢ : , e g ahwa Direksi menindaklanjuti
12) | satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor fomtanatditatan g
- ST ; pemeriksaan
ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi
untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan | dewan pengawas meminta
mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. direksi untuk memberikan
penjelasan mengenai
13) permasalahan kinerka dan
kebijakan Operasional BPR
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata | dewan pengawas telah
tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten. melaksanakan dan
mengevaluasi pedoman tata
14) . >
tertib kerja anggota dewan
pengawas secara konsisten
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk | dewan pengawas melakukan
15) melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan | tanggung jawab secara optimal
pedoman dan tata tertib kerja. sesuai dengan tata tertib
Dewan Komisarls menyelenggarakan rapat Dewan Komisarls secara | o\ .an nengawas melakukan
16) bferkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah rapat secara berkala
dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai
mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan | anggota dewan pengawas tidak
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau | memanfaatkan BPRuntuk
) mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau | kepetingan pribadi

o
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menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan dewan pengawas melakukan
memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan pengawasan tugas dieksi dan
Komisaris. melakukan pengawasan tugas
18) direksidan memastikan direksi
menindaklanjuti hasil
pengawasan dewan pengawas
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh | dewan pengawas tidak terlibat
19) usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan | dalam pengambilan keputusan
7 1 remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan | kegiatan operasional BPR
Komisaris.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan | dewan pengawas memastikan
evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan | pelaksanaan tugas dan
20) | Komisaris. mengevaluasi atas pelaksanaan
tuga komite kredit
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan | dewan pengawas tidak
21) | remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan | melakikan evaluasi kembali
Komisaris.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H) A R e S R
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan balk dan telah dewan pengawas
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang | melaksanakan tugas dengan
saham melalui RUPS. baik dan telah
22) mempertanggungjawabkan
pelaksanaan yugas kepada
pemegang saham
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan | hasil rapat dewan pengawas
23) | didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota | dituangkan dalam risalah rapat
Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris | kebijakan remunerasi bagi
memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. anggota direksi dan dewan
24) pengawas memperhatiakn
prinsip dan kewajaran
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan | dewan pengawas
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam | menyampaikan laporan-laporan
25) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan | terkait fungsi dewan pengawas
tepat waktu. kepada ojk sebagiamana diatur
dalam ketentuan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota | terdapat peningkatan
Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab | kemampuan pengalam,an dan
pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan | keahlian anggota dewan
26) | kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan | pengawas dalam pelaksanaan
yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | tugas dan tanggunjg jawab
pengawasan BPR
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a. | Struktur:
1) | Faktor Positif:
dewan pengawa memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi
selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas
dan tanggujng jawab termasuk pngambilankeputusan berjalan dengan
baik,serta hasil kinerja Dewan Pengawas dapat dipertanggung jawabkan
3.
2) | Faktor Negatif: a. dewan pengawas memenuhi
tidak terdapat faktor negatif yang isgnifikan seluruh persyaratan yang harus
: | dipenuhi selama menjabat
sesuai dengan ketentuan
" b. | Proses: : sehingga pelaksanaan tugas
1) | Faktor Positif: dan tanggung jawab termasuk
dewan pengawas telah memilliki dan pengikinian pedoman dan tata | pengambilan keputusan
tertib kerjan anggota dewan pengawas sehingga pelaksanaan tugas dan | berjalan dengan cukup baik
pengambilan keputusan rapat terlaksana dengan memperhatikan | serta hasil kinerja Dewan
pedoman tata tertib pengawas dan
dipertanggungjawabkan
b. Dewan pengawan memiliki
2) | Faktor Negatif: kemauan dan kemampuan
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan serta upaya untuk
membudyakan pembelajaran
sehingga terdapat peningkatan
c. | Hasil: : pengetahuan keahlian dan
1) | Faktor Positif kemampuan
dewan pengawas memiliki dan menginikan secara berkalakebijakan
| remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana
dengan kmemperhatikan kebijakan
2) | Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
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D. FAKTOR 4 — KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

4 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris | tidak terdapat komite
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. direksi,BPR saat ini memiliki
1) komite kredit

BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing | bpr telah memiliki pedoman
komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. dan tata etrtib kerja untuk

2) komite kredit

B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain

komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur ?:;Zakr::::ntg?\hsin =
3) | utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko Aoy baikg Y

berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam
mengevaluasi permohonan kredit.

Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain | saat ini BPR memiliki pejabat
dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. eksekutif audit intern yaitu spi
Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik | audit intern melakukan

5) | antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi | fungsinta dengan cukup baik
manajemen risiko. i ; % y % :
Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan

4)

baik antara lain dengan melakukan evaluasi ‘terhadap kebijakan | tidak terdapat '
6) remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada | komiteremunerasi dan
Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan | nominasi
memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan
dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk | komite yang dibentuk
menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib | menjalankan tugas secara
7) kerja. efektif
8) Masing-masing komite mengeyaluasi pedoman dan tata tertib kerja | sudah sesuai

komite secara konsisten.

C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : ;
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait | komite kredit memberikan
penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta | rekomendasi kepada Direksi
mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi. | terkait penerapan risiko dan
9) pelaksanaan pemberian kredit
serya mempertanggung
jawabkannya

Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan

s . e - 2 s i at komite dewan
Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta Udak terdap

10) kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan pengawas
seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.
asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan | hasil rapat komite kredit
dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite. dituangkan dalam risalah rapat
11) dan dikomentasikan dengan
baik
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. Struktur:

1) | Faktor Positif:
BPR memilikikurang dari 80 milyar sehingga tidak diwajibkan
membentuk komite

2) | Faktor Negatif: :
tidak terdapat faktor negatif yang siginifikan

Proses:

1) | Faktor Positif:
BPR memilikikurang dari 80 milyar sehingga tidak diwajibkan
membentuk komite

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang siginifikan

Hasil:

1) | Faktor Positif
BPR memilikikurang dari 80 milyar sehingga tidak diwajibkan
membentuk komite

2) | Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif yang siginifikan

2.

a. terdapat komite kredit,
masing-masing memenuhi
seluruh persyaratan yang harus
dipenuhi selama menjabat
sesuai dengan ketentuan
sehingga tugas dan tanggung
jawab terlaksana
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E. FAKTORS -

4 | Pena

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

nganan Benturan Kepentingan

A.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap
pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan
kepentingan, penanganan benturan kepentingan administrasi, dan
dokumentasi.

bpr telah memiliki kebijakan
benturan kepentingan

Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksl anggota
Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan
benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi
adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan
tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentmgan

sudah sesuai dengan kebijakan

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3)

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan
pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan,
termasuk potensi benturan kepentingan.

sesuai dengan kebijakan
benturan kepentingan

4)

Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi
keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan
serta telah terdokumentasi dengan baik.

tidak terdapat benturan
kepentingan yang dilakukan

5)

BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

sesui dengan kebijakan
benturan kepentingan

Struktur:
1) 1 Fakter Positif:
BPR melaksanakan kebijakan benturan kepentingan sesuia peraturan
yang berlaku
2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
b. | Proses: :
1) | Faktor Positif:
mengikuti aturan dan kebijakan benturan kepentingan yang ada
2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
¢. | Hasil:
1) | Faktor Positif
saat ini tidak terdapat benturan kepentingan oleh Direksi
2) | Faktor Negatif

BPR telah memiliki dan
menginikan kebijakan
kepentingan benturan
dengan ruang lingkup
memadai,serta
berhasil menangani
benturan dengan
kebijakan

Tidak terdapt transaksi
yang memiliki
benturan kepentingan
dan apabila terdapat
benturan kepentingan
ditangani dengan baik
serta tidak mengurangi
keuntungan BPR,
diungkapkan
seluruhnya dalam
setiap keputusan dan
te;ah terdokumentasi
denfan sangat baik
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FAKTOR 6 — PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

6 | Penerapan Fungsi Kepatuhan

A.

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

saat ini anggota direksi yang
membawahkan fungsi
kepatuihan menajabat sebagai
PLT

2)

BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesual dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

bpr sudah memiliki pejabat
eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan sesuai dengan
ketentuan otoritasa jasa
keuangan

3)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem
dan prosedur kepatuhan.

pe kepatuhanmenyusun dan
mengkinikan SOP

4)

BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan
kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat
Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas
secara efektif.

bpr menyediakan pelatihan
pelatihan untuk memperdalam
ilmu

Proses Penerapan Tata Kelola (P) -

5)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan
strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara
lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada
visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan
terkini.

saat ini anggota direksi yang
membawahkan fungsi
kepatuhan menajabat sebagi
Pt

6)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan
kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan
perundangundangan.

saat ini anggota direksi yang
membawahkan fungsi
kepatuihan menajabat sebagai
PLT

7)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.

pe kepatuhan menangani fungsi
kepatuhan melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sesuia
denganpedoman kerja

Hasil PenerapanTataKelola(H) =~~~ o oo e

8)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

tidak terdapat pelanggaran
terhadap ketentuan yang
signifikan

9)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan
laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

pit direktur kepatuhan
menyampaikanlaporan-
lapporan terkait kepada ojk
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Struktur:

1) | Faktor Positif:
saat ini direktur kepatuhan menjabat sebagl plt yang di SK kan oleh KPM
2) | Faktor Negatif:
saat ini dianggap terdapat kekosongan jabatan Direktur Kepatuhan
karna masih belum terdapat persetujuan oleh ojk
Proses:
1) | Faktor Positif:
direksi telah membentuk satuan pejabat eksekutif dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas danfunsgi anggota direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan
2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
Hasil:
1) | Faktor Positif
PE kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki
kebijakan dan tata tertib
2) | Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

4
Memenuhi kondisi belum
sepenuhnya terpenuhi struktur
sesuai ketentuan,proses
pelaksanaan tata kelola
dilakukan dengan kurang
memadai dan ditunjukkan
dengan hasil pelaksanaan tata
kelela yang kurang baik
mengingat Direktur YMFK
masih belum tetap.
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G. FAKTOR 7 — PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

7 | Penerapan Fungsi Audit Intern

A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang BPR teiah memihki pejawab
melaksanakan fungsi audit intern sesual permodalan sebagalmana | eksekutif audit intern yang
diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. melaksanakan fungsi audit

1) intern yang sesuai permodalan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan otoritas

melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan | audit intern memiliki kebijakan
pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa | sesuai dengan ketentuan

2 Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan | otoritas jasa keuangan
Komisaris.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan | pejabat audit intern
3) fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. independen terhadap fungsi
operasional
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan | PE audit intern bertanggung
a) fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. | jawab langsung kepada
Direktur Utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan | BPR telah menyediakan sumber
5) kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang | daya manusia dengan kuantitas

melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif. dan kualitas yang memadai

B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P) SR e T e
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audlt BPR sudah menerapkan fungsi
intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa | auditintern

6) Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung
diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang | bprtelah melakukan
memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan | pemeriksaan melalui otoritas
7) kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern. lainnya
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara | pelaksanaan fungsi audit intern
independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan | sudah dilakukan secara
8) program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak | memadai dan indpenden
{anjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya | PE audit sudah mengikuti
manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan | peningkatan mutu dengan
9) fungsi audit intern. mengikuti pelatihan-pelatihan.

C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan | pe audit sudah menyampaikan
sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan. laporan pelaksanaan audit
kepada direkstur utama

10)

BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern | bpr menyampaikan laporan

1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan | pengangkatan atau
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Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat

pemberhentian PE Audit Intern

waktu. kepada OJK
Struktur:
1) | Faktor Positif:
pe audit intern yang melaksanakan fungsi nya memenuhi seluruh
persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat seui dengan
ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berjalan
dengan sangat baik serta hasil kerja audit intern dapat 2
dipertanggqujawabkan sepenuhnya kepada direksi dan penyampaian |, satuan kerja audit intern
laporannya silakukan secara lengkap akurat dan tepat waktu yang melaksanakan fungsi
nya memenuhi seluruh
2) | Faktor Negatif: persyaratan yang harus
audit intern saat in menjabat sebagai PLT Direktur YMFK dipenuhi dengan ketentuan
sehingga pelaksanakan
Proses: e b tugas dan tanggung jawab
1) | Faktor Positif: berjalan dengan baik serta
PE audit intern yang melaksanakan fungsi nya sudah memiliki dan hasil kinerja auidt intern
mengkinikan pedoman secara berkala dapat
dipertanggungjawabkan
2) | Faktor Negatif: kepada Direktur Utama dan
tidak terdapat faktor negatifg yang signifikan penyampaian laporan
dilakukan secara lengkap
Hasil: : : akurat kini utuh dan tepat
1) | Faktor Positif waktu
sudah berjalan dengan baik
2) | Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatifg yang signifikan
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H. FAKTOR 8 — PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

RITERIA / INDIKATOR

8 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
(!(AP) telah _memenuhl aspek-aspek legalitas per]ta;lnilan kerja, ru;'a(ng penugasan KAP sudah
1) lingkup audit, s?andar profesional akuntan publik, target waktu memenuhi aspek-aspek yang
penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan dimaksud
KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan
Publik) yang memadai.
8. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk
Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta | penunjukan KAP sudah
2) | memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris | berdasarkan rekomendasi
dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah | pewan Pengawas
memiliki komite audit).
| BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada | BPR telah menyampaikan hasil
3) | Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. audit KAP kepada OJK
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H) o
Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan hasi s 3
e ~ i asil audit telah sesuai
4) | BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan
berkualitas.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit | cakupan audit telah sesuai
sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. dengan ketentuan Otoritas Jasa
5) Keuangan

“a. | Struktur:

1) | Faktor Positif:
penugasan audit KAP telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

b. | Proses:

1) | Faktor Positif:
proses KAP saat ini berjalan dengan baik

2) | Faktor Negatif:

tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

¢ | Hasll;
1)

Faktor Positif
sudah berjalan dengan baik

2)

Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan

21
Penugasan audit kepada KAP
telah memenuhi seluruh
persyaratan sebagaimana
diatur dalam ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan dan
ketentuan peraturan
perundang-undangan namun
hasil audit akuntan publik dan
management letter
disampaikan secara lengkap
akurat kini utuh dan tepat
waktu,namun hasil audit
hanya menggambarkan
sebagian besar permasalahn
BPR.
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FAKTOR 9 — PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
9 | A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang saat inl bpr memiliki petugas
bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai ti fraud yang dirangkap oleh
1) | dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian :2 K e L
epatuhan dan Manrisk
uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur | BPR sudah memiliki kebijakan
manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. manajemen risiko dan sedang
2) melakukan pengkinian
penetapan limit risiko
BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis | bpr sudah memiliki kebijakan
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas | tentang produk basu dan
3) | baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sedang melakukan pengkinian
sesuai ketentuan yang berlaku
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung | kebiajakan dan pedoman
jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan { penerapan manajemen risiko
permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang | telah disusun secara
dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan | tertulis,direksi juga telah
4) | tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan | melakukan evaluasi dan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan
Direksi dgn baik
Direksi:
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko | dewan pengawas telah
secara tertulis; menyetujui kebijakan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan | manajemen risiko yang telah
5) persetujuan Direksi; disusun namaun belum
c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan | melakukan evaluasi secara
d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala | berkala.
terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang
dan pencegahan pendanaan terorisme.
Dewan Komisaris:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan
kebijakan manajemen risiko; bpr telah menerapkan
¢. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan | manajemen risiko atas risiko
6) dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; kredit operasional kepatuhan
d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan | dan likuiditas
dan strategi manajemen risiko; dan
e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala
terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang
dan pencegahan pendanaan terorisme.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan | bpr memiliki sistem informasi
7) | pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, yang memadai
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BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara | bpr telah mengikutsertakan
terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang | SDM pada pelatihan dan
8) | diperlukan. soslalisasi mengenai
manajemen risiko
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan | BPR telah melakukan
pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesual | penerapan SAF secara efektif
9) | dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. sesui ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan | BP{R sudah menerapkan sistem
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. pengendalian intern yang
10) menyeluruh
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. BPR sudah menerapkan sistem
pengendalian intern yang
11)
menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan | BPR menerapkan Manjamenen
12) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Risiko atas seluruh risiko yang
diwajibkan OJK
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi | Bpr telah memiliki sitem
13) | manajemen yang mampu mehyediakan data dan informasi yang informasi yang memadai
lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada | BPT telah mengikutsertakan
14) seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya | SDM pada pelatihan dan
manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai | sosialisasi manajemen risiko
manajemen risiko.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang | BPR menyusun laporan profil
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas | risiko kepada Otoritas jasa
15) | Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko | keuangan sesuai dengan
dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. | ketentuan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan | BPR sedang menyusun dan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa | sedang melakukan pengkinian
Keuangan. tentang produk dan aktivitas
16) baru yang dilaporkan kepada
otoritas jasa keuangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti | BPR sedang menyusun dan
fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak | sedang melakukan pengkinian
17) signifikan. tentang produk dan aktivitas
baru yang dilaporkan kepada
otoritas jasa keuangan

i Dipindai dengan !
i & CamScanner’;


https://v3.camscanner.com/user/download

R CCINADL \q
PSVER RS SRS SRS Y VPRI | ) T\ SRR

Struktur:
1) | Faktor Positif:
faktor risiko rendah karena BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait
serta tidak terdapat fraud dan pencucian uvang.
2) | Faktor Negatif:
tidak ada
b. | Proses:
1) | Faktor Positif:
BPR telah memiliki pedoman manajemen risko
2) | Faktor Negatif:
Tidak ada
c. | Hasil:
1) | Faktor Positif
sebagiaman besar pelaksanaan tugas dan fungsi direksi dan dewan
pengawas terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman
2) | Faktor Negatif
Tidak ada

2.

BPR telah memiliki dan
menginikan depoman
manajemen risiko, prosedur
manajemen risiko, penetapan
limit risiko, dan penerapan
manajemen risiko
memperhatikan pedoman dan
kebijakan tersebut
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I.  FAKTOR 10 — BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

W8

10 | Batas Maksimum Pemberian Kredit
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang
memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak
1) terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan | BPR telah memiliki kebijakan
penyelesaian masalahnya sebagal bagian atau bagian terpisah dari | BMPK
pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
8. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan
prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan | BPR telah memiliki kebijakan
2) | perundangundangan. BMPK sesuai dengan
perundang-undangan
Prosis .pem:eria.n kredit oleh BPR kepat.ia pihak terkait fian/atau BPR telah memenahiul
3) pemberian kredit l')esar telah memenuhi Peratur.an' Otonta's Jasa Ketentuan Otoritas jasa
Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian
Keuangan
maupun peraturan perundang-undangan.
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau | laporan BMPK telah
2) pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah | disampaikan kepada Otoritasa
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar | Jasa keuangan
dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan | terdapat pelanggaran
Otoritas Jasa Keuangan. pelampauan BMPK

Pl
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Struktur:
1) | Faktor Positif:
BPR sudah memiliki kebijakan BMPK
2) | Faktor Negatif:
terdapat pelampauan BMPK 2, Proses pemberian kredit oleh
b. | Proses: BPR kepada pihak terkait
1) | Faktor Positif: dan/atau pemberian kredit
proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah memenuhi | besar sebagian besar telah
peraturan Otoritas jasa Keuangan memenuhi peraturan Otoritas
2) | Faktor Negatif: Jasa Leuangan mengenai BPMK
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dan memperhatikan prinsip
c. | Hasil: kehati-hatian maupun
1) | Faktor Positif peraturan perundang-
laporan pemberian kredit oleh bPR kepada pihak terkait telah | Undangan, namun kurangnya
disamapiakn secara berkala lepada otoritas Jasa Keuangan sesual | Pémantauan
ketentuan
2) | Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
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FAKTOR 11 — INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

11 | Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
T'ersedianva sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang laporan keuangan BPR sudah
1) didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadal sesuai didukung dengan sistem
ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
B!’R memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang bpr sudah memiliki sistem
didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam p y
2) - " A Pkl ; informasiyang memadai
rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh
Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan | bPR sedang menyusun
3) | dan sistem teknologi informasi. pelaporan dan sistemTI
B. | Proses Penerapan Tata Kelola {P) : e i
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen | BPR memperhatikan prinsip
risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. | dalam penerapantata kelola
4) dan manajemen risiko
BPR menyusun 1aporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan | BPR telah menyusun laporan
materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, | keuangan publikasi setiap
5) susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan | triwulan sesuaidengan
Otoritas Jasa Keuangan. ketengtuan Otoritas jasa
keuangan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat | BPR telah menyusun laporan
informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan | tahunan,transparansi
keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, | penerapan tata kellola,laporan
6) | laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi | keuangan tahunan bPR sesuai
dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau | dengan ketentuan Otoritas Jasa
informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa | Keuangan
Keuangan.
BPR melaksanakan transparansi informasiBmengenai produk, layanan | BPR telah melaksanakan
dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada | transparansi informasi
persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. mengenai produk layanan dan
atau penggunan data nasabah
7) BPR dengan berpedoman pada
persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas jasa
Keuangan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, | BPR telah menyusun laporan
jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa | informasi sesuai dengan
8) | Keuangan. ketentuan Otortotas Jasa
Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi | seluruh laporan yang
sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan | disampiakan telah sesuai
9 penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun | dengan kondisi sebenarnya
pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
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C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa | tidak terdapat penyalahgunaan
10) keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau | dan pemanfaatan terkait rekaya
pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan | keuangan
prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. L
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara | faporan tahunan dan laporan
lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau | keuangan publikasi
11) dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. disampiakan dengan tepat
waktu kepada Otoritas jasa
Keuangan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan | Laporan penanganan
laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian | pengaduan dan penyelesaian
12) pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | pengaduan disampaikan sesuai
secara tepat waktu. dengan ketentuan Otoritas jasa
keuangan secara tepat waktu
_ KESIMPULAN vt i R N3 FakbaP A
Struktur:
1) | Faktor Positif:
BPR memiliki sistem pelaporan keuangan yang didikung oleh sistem
informasi yang memadai sessuai ketentuan termasuk sumber daya
manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara
lengkap
2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan 2,
BPR memiliki sistem pelaporan
Proses: 5 | keuangan dan non kuenagan
1) | Faktor Positif: yang didukung oleh sistem
BPR memiliki pelaporan internal yang didukung olegh sistem informasi | informasi manajemen yang
manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan | memadai sesuai ketentuan
keputusan dan direksi dan kualitas proses pengawas oleh Dewan | termasuk SDM yang kompeten
pengawas sehingga penyusunan laporan
s dilakukan secara lengkap,
2) | Faktor Negatif: akurat kini, utuh, dan tepat
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan waktu
Hasil:
1) | Faktor Positif
sudah baik
2) | Faktor Negatif
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
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FAKTOR 12 — RENCANA BISNIS

12 | Rencana Bisnis
A. | Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
Rencana bisnis 8PR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah | Rencana bisnis sudah berjalan
disusun oleh Direksi dan disetujul oleh Dewan Komisaris sesual dengan | sesuai namun terdapat
1) | visi dan misi BPR. beberapa yang tidak sesuai
dengan target terutama kredit
Rencana bisnis BPR rqenggambarkan rencana strategis jangka panjang
dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, | rencana bisnis berjalan sesuai
2) | rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi | dengan rencana
keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya.oleh pemegang saham dalanf Pemilik modal mendukung RB8
rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai .
3) : ; o g o yang disusun BPR
antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor,
kebijakan, dan prosedur.
B. | Proses Penerapan Tata Kelola (P)
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur
(achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
2) a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan | Renacana bisnis berjalan sesuai
usaha BPR; dengan rencana
b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan
€. penerapan manajemen risiko.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan | dewan pengawas telah
rencana bisnis BPR. melaksanakan pengawasn
5) secara berkala
C. | Hasil Penerapan Tata Kelola (H) _ : ]
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada | RBB telah disampaikan kepada
6) | Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis .
% : £ et sudah sesuai
7) | tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas
komitmen pemegang saham.
Struktur: 3
1) { Faktor Positif: : .
! Rencana bisnis BPR Khatulistiva telah disusun  secara | & R?B,BPR telah "'S‘fs‘"‘ secara
realistis komprehensif,terukur oleh Direksi dan disetujui dewan realisti, komprehen.SIf dan
. : : terukur oleh Direksi dan
pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR serta menggambarkan | "~
rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan disetu]ul oleh Dewan Pengawas
sesuai dengna Visi dan Misi
BPR, serta menggambarkan
- rencana strategis jangka
2) F_a ktor Negat): : 5 panjang dan renbis tahunan
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dan direalisasikan seual dengan
perencananaan sehingga
b. | Proses: indikator kinerja bisa tercapai
1) | Faktor Positif:
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rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham
yang ditunjukkan dengan pemenuhan seluruh komitmen dalam rangka
memperkuat permodalan dan infrastukrur

2) | Faktor Negatif:
tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
Hasil:
1) | Faktor Positif
sudah sesuai dengan ketentuan
2) | Faktor Negatif

tidak terdapat faktor negatif yang signifikan
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KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak
Posisi : 31 Januari 2025

Nilai-

R 2 | 3 | a | s | e |28 0101l 12 :
e Komposit

Nilai
Faktor
Predikat
Komposit

KESIMPULAN AKHIR, /it sl e s e SO R 7

Manajemen BPR telah melakukan penerpaan tata kelola yang secara umum sudah baik, hal ini tercermin
dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata
kelola secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan oleh

manajemen BPR

FAKTORPOSITIE Bt it

memenuhi kondisi terpenuhunya struktur dan/atau infrastruktur sesuai dengan ketentua,proses pelaksanaan tata
kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik

. e i ~* - FAKTORNEGATIF e :
terdapat kelemahan-kelemahan yang kurang signifikan namun memerlukan perhatian manajemen
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